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Abstrak 
Infrastructure development in Cirebon City which is very complicated causes poverty problems with 
a large number of poor people and increases from year to year, so poverty reduction policies in Cirebon 
City need to be evaluated in full. The purpose of this study is to examine poverty alleviation policies 
in the city of Cirebon and the challenges associated with poverty reduction in the city of Cirebon. The 
research method used is a qualitative method. Data collection was carried out by literature study and 
field study of interview and observation studies. Data analysis used qualitative analysis, while data 
validity was checked by triangulation. Based on the results of the evaluation of policies published in 
the city of Cirebon is still not optimal. Obstacles that hamper poverty alleviation in Cirebon City are 
the workload of the Cirebon City DSPPPA Social Section is very heavy in poverty alleviation, the 
responsibilities of officers in the Cirebon City DSPPPA Social Section, a budget that is efficient as 
well as poverty reduction facilities and infrastructure, not optimal community care and world efforts 
in tackling poverty, the values of local wisdom have not been animating in poverty alleviation, not yet 
optimal performance of the Cirebon City TKPK, lack of commitment and political will from the 
regional head, and a less positive community mentality. 
Keywords: Public Policy, Policy Evaluation & Poverty. 
 
PENDAHUALUAN 
Kota Cirebon merupakan salah satu kota 
di Provinsi Jawa Barat yang sedang 
menggalakkan pembangunan fisik dan nonfisik 
di segala bidang dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Hasil-hasil 
pembangunan fisik di Kota Cirebon nampak 
sangat pesat sebagaimana terlihat dari 
infrastruktur kota yang makin lengkap dan 
modern. Namun di lain pihak, hasil-hasil 
pembangunan nonfisik berupa peningkatan 
kesejahteraan masyarakat belum optimal 
sebagaimana terlihat dari masih cukup 
banyaknya fakir miskin di Kota Cirebon. 
Berdasarkan data dari Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, jumlah fakir 
miskin di Kota Cirebon tahun 2019 cukup tinggi 
yaitu sebanyak 27.881 orang. Hal ini sangat 
ironis karena Kota Cirebon memiliki kearifan 
lokal berupa wasiat Sunan Gunung Jati yaitu 
“Yen kaya den luhur” (Jika kaya harus 
dermawan) dan “Ingsun titip tajug lan fakir 
miskin” (saya titip mesjid dan fakir miskin). Oleh 
karena, itu diperlukan berbagai kebijakan dan 
langkah-langkah untuk menanggulangi 
kemiskinan tersebut.  
Dalam rangka menanggulangi 
kemiskinan, Pemerintah Kota Cirebon telah 
menetapkan dan melaksanakan berbagai 
kebijakan. Menurut Peraturan Walikota Cirebon 
Nomor 42 Tahun 2015 tentang Mekanisme 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota 
Cirebon, penanggulangan kemiskinan dilakukan 
dalam empat Kelompok Program yaitu:  
1. Kelompok Program Bantuan Sosial 
Terpadu Berbasis Keluarga. 
2. Kelompok Program Pemberdayaan 
Masyarakat. 
3. Kelompok Program Pemberdayaan Usaha 
Ekonomi Mikro dan Kecil. 
4. Kelompok Program Coorporate Social 
Responsibility (CSR). 
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Pemerintah Kota Cirebon juga telah 
melaksanakan berbagai kebijakan 
penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan 
oleh pemerintah pusat seperti Bantuan Pangan 
Non Tunai (BPNT) yang dulu bernama program 
Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Bantuan 
Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga 
Harapan (PKH) yang dulu bernama PNPM 
Mandiri, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu 
Indonesia Pintar (KIP), dan lain-lain. Namun, 
berbagai kebijakan dan program tersebut belum 
optimal dalam menanggulangi kemiskinan di 
Kota Cirebon sebagaimana terlihat dari 
meningkatnya jumlah fakir miskin di Kota 
Cirebon dari 27.252 orang pada tahun 2015 
menjadi 27.881 orang pada tahun 2019. 
Kondisi di atas menuntut perlunya 
dilakukan evaluasi kebijakan penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon, baik evaluasi dari 
aspek input, proses, output maupun outcome. 
Melalui evaluasi ini maka akan diketahui 
berbagai hambatan atau kelemahan yang 
dihadapi dalam implementasi penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon, sehingga dapat 
diambil langkah-langkah yang tepat untuk 
mengatasi berbagai hambatan dan kelemahan 
tersebut. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengevaluasi kebijakan penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon dilihat dari aspek 
input, proses, output, dan outcomes, serta untuk 
mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi 
dalam penanggulangan kemiskinan di Kota 
Cirebon. 
 
LANDASAN TEORI 
Kebijakan Publik 
Peterson (Dwijowijoto, 2007) 
mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 
tindakan pemerintah yang ditujukan kepada 
beberapa masalah. Pernyataan ini didukung oleh 
Anderson (Suharto, 2005) bahwa kebijakan 
publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh 
badan-badan dan aparat pemerintah. Sedangkan 
menurut Dye (1975), kebijakan publik adalah 
apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu. 
Menurut Anderson (Subarsono, 2015), 
proses kebijakan publik terdiri dari lima langkah 
yaitu formulasi masalah (problem formulation), 
formulasi kebijakan (formulation), penentuan 
kebijakan (adoption), implementasi 
(implementation), dan evaluasi (evaluation). Hal 
yang sama dikataan Winarno (2011) bahwa 
kebijakan publik merupakan proses yang 
sistematis melalui tahap-tahap yaitu penyusunan 
agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi 
kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi 
kebijakan. Sedangkan Dunn (2006), memandang 
kebijakan publik dalam arti yang luas dan 
menyeluruh yang terdiri dari lima tahap yaitu 
penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi 
kebijakan,  implementasi kebijakan, dan 
penilaian (evaluasi) kebijakan. 
Evaluasi kebijakan publik merupakan 
tahap terakhir dari proses kebijakan publik. 
Menurut Dunn (2006), secara umum istilah 
evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran 
(appraisal), pemberian angka (rating) dan 
penilaian (assesment), kata-kata yang 
menyatakan usaha untuk menganalisis hasil 
kebijakan dalam arti satuan nilainya. Sedangkan 
menurut Rusli (2015), evaluasi kebijakan perlu 
dilakukan untuk emmastikan bahwa ketentuan 
yang ada dalam kebiajakn bisa dilaksanakan 
secara efektif dan efisien. 
Dwijowijoto (2007) mengatakan bahwa 
sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu 
saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu 
mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai 
evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan 
untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan 
publik guna mempertanggungjawabkan kepada 
konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat 
kesenjangan antara “harapan” dengan 
“kenyataan”. Lebih lanjut  Dwijowijoto (2007) 
mengemukakan bahwa tujuan pokok dari 
evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan 
melainkan untuk melihat seberapa besar 
kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari 
suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah 
bagaimana mengurangi atau menutup 
kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan 
publik harus dipahami sebagai sesuatu yang 
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bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari 
kekurangan dan menutup kekurangan. 
Menurut Dwijowijoto (2007), evaluasi 
kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna 
yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi 
implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan 
kebijakan. Dwijowijoto (2007) mengemukakan 
bahwa ketiga komponen tersebutlah yang 
menentukan apakah kebijakan akan berhasil guna 
atau tidak. Namun demikian, konsep di dalam 
konsep “evaluasi” sendiri selalu terikut konsep 
“kinerja”, sehingga evaluasi kebijakan publik 
pada ketiga wilayah bermakna “kegiatan pasca”. 
Menurut Rusli (2015), evalusi kebijakan 
dapat berupa evaluasi formulasi dan 
implementasi kebijakan publik serta evaluasi 
hasil dan dampak kebijakan.  
Evaluasi Formulasi dan Implementasi 
Kebijakan Publik 
Menurut Rusli (2015), evaluasi yang 
dilakukan terhadap proses formulasi kebijakan 
publik itu berkaitan dengan hal-hal sebagai 
berikut:   
1. Apakah telah menggunakan pendekatan 
yang sesuai? 
2. Apakah telah fokus pada masalah inti? 
3. Apakah telah menempuh prosedur yang 
disepakati bersama? 
4. Apakah telah menggunakan sumber daya 
yang ada secara optimal? 
Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang 
perlu dikemukakan dalam evaluasi implementasi 
menurut Rusli (2015), yaitu: 
1. Bagaimana kinerja implementasi 
kebijakan publik? Jawabannya berkenaan 
dengan kinerja implementasi kebijakan 
publik (variasi dari outcome) terhadap 
variabel independent tertentu. 
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 
variasi itu? Jawabannya berkenaan 
dengan faktor kebijakan itu sendiri, 
organisasi implementasi kebijakan, dan 
lingkungan implementasi kebijakan yang 
mempengaruhi variasi outcome dari 
implementasi kebijakan. 
3. Output/keluarannya seperti apa? 
Jawabannya sangat tergantung dari 
dampak dan hasil yang dihasilkan dan 
dirasakan oleh sasaran kebijakan. 
Evaluasi Dampak dan Hasil Kebijakan 
Evaluasi dampak dan hasil kebijakan 
hendak melihat bagaimana hasil dan manfaat 
kebijakan. Kebijakan yang telah dijalankan akan 
dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauhmana 
kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan 
masalah. Dalam kaitan ini, Bridgman & Davis 
(Rusli, 2015), mengatakan bahwa pengukuran 
evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu 
pada empat indikator pokok yaitu: 
1. Indikator input, memfokuskan pada 
penilaian apakah sumber daya pendukung 
dan bahan-bahan dasar yang diperlukan 
untuk melaksanakan kebijakan. Indikator 
ini dapat meliputi sumber daya manusia, 
uang atau infrastruktur lainnya. 
2. Indikator proses, memfokuskan pada 
penilaian bagaimana sebuah kebijakan 
ditransformasikan dalam bentuk 
pelayanan langsung kepada masyarakat. 
Indikator ini meliputi aspek efektivitas 
dan efisiensi dari metode atau cara yang 
dipakai untuk melaksanakan kebijakan 
publik tertentu. 
3. Indikator output (hasil), memfokuskan 
penilaian pada hasil atau produk yang 
dapat dihasilkan dari sistem atau proses 
kebijakan publik. 
4. Indikator outcomes (dampak), 
memfokuskan diri pada pertanyaan 
dampak yang diterima oleh masyarakat 
luas atau pihak yang terkena kebijakan. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kualitatif. Menurut Bogdan & Taylor 
(Moleong, 2006), metode kualitatif merupakan 
prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Menurut Creswell (2014), metode kualitatif 
digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami 
makna yang oleh sejumlah individu atau 
sekelompok orang dianggap berasal dari masalah 
sosial atau kemanusiaan.  
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Pengumpulan data dilakukan dengan 
studi pustaka dan dokumentasi serta studi 
lapangan berupa wawancara dan observasi. 
Sedangkan analisis data menggunakan analisis 
kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992), 
analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur 
kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu 
reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan 
penarikan kesimpulan. 
Pemeriksaaan keabsahan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan teknik 
triangulasi. Menurut Moleong (2009), triangulasi 
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 
untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu.   
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Evaluasi kebijakan penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon dianalisis 
berdasarkan empat indikator sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Bridgman & Davis (Rusli, 
2015) yaitu indikator input, indikator proses, 
indikator output, dan indikator outcomes. 
Evaluasi Kebijakan Penanggulangan 
Kemiskinan di Kota Cirebon Berdasarkan 
Indikator Input 
Indikator input memfokuskan pada 
penilaian apakah sumber daya pendukung dan 
bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk 
melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat 
meliputi sumber daya manusia, uang atau 
infrastruktur lainnya (Rusli, 2015:134). Indikator 
input ini meliputi kelembagaan, sumber daya 
aparat, dana, data, dan sarana prasarana. 
1. Input Berupa Kelembagaan 
Dalam rangka penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon, telah dibentuk 
beberapa kelembagaan yaitu Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota 
Cirebon, dan Tim Reaksi Cepat (TRC) 
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) di Kota Cirebon. 
a. DSPPPA Kota Cirebon  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon 
merupakan leading sector penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon. DSPPPA dibentuk 
pada tanggal 13 September 2016 berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah 
Kota Cirebon.  
Visi DSPPPA yaitu “Terwujudnya 
pelayanan sosial, perempuan, anak dan 
masyarakat yang maju dan mandiri tahun 2018”. 
Untuk melaksanakan visi itu, maka DSPPPA 
mempunyai misi yaitu : 
1). Meningkatkan Kualitas Penanganan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS). 
2). Meningkatkan kualitas hidup perempuan 
melalui Pengarusutamakan Gender 
(PUG). 
3). Meningkatkan kualitas anak melalui 
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). 
Meningkatkan pemberdayaan aparatur 
dan masyarakat kelurahan. 
DSPPPA Kota Cirebon melaksanakan 
urusan pemerintahan wajib berupa urusan sosial 
yang sangat kompleks. DSPPPA Kota Cirebon 
adalah dinas tipe A, sehingga terdiri dari empat 
bidang. Dinas tersebut melaksanakan program-
program empat kementerian yaitu Kementerian 
Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, Kementerian Desa, 
Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, 
serta Kementrian Dalam Negeri, sehingga beban 
kerja dinas tersebut sangat berat.  
Penanggulangan kemiskinan menjadi 
tugas pokok dan fungsi Bidang Sosial pada 
DSPPPA Kota Cirebon. Aparat pada Bidang 
Sosial pada DSPPPA Kota Cirebon sendiri sering 
mengeluh mengenai beratnya beban kerja yang 
harus dipikul oleh Bidang tersebut. 
Penanggulangan kemiskinan merupakan masalah 
yang berat dan kompleks tetapi di Kota Cirebon 
hanya dilakukan oleh satu Bidang pada DSPPPA, 
sedangkan di daerah-daerah lain dilakukan oleh 
Dinas Sosial yang berdiri sendiri. 
b. TKPK Kota Cirebon 
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Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan (TKPK) Kota Cirebon adalah wadah 
koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku 
kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan 
di tingkat Kota Cirebon. TKPK Kota Cirebon 
telah diamanatkan di dalam Perwali 42 tahun 
2105 tentang Mekanisme Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon. Di 
dalam Perwali tersebut pada Pasal 13 ditetapkan 
tugas dan fungsi TKPK Kota Cirebon yaitu: 
1) TKPK bertugas mengkoordinasikan 
kebijakan dan program penanggulangan 
kemiskinan serta mengoordinasikan 
pengendalian pelaksanaan program 
penanggulangan kemiskinan di Kota 
Cirebon. 
2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, 
TKPK menyelenggarakan fungsi: 
a) Koordinasi perumusan kebijakan dan 
integrasi perencanaan program 
penanggulangan kemiskinan; 
b) Koordinasi penyusunan SPKD dan 
integrasinya dalam dokumen 
RPJPD dan RPJMD; 
c) Koordinasi program lintas sektor dan 
lintas pemangku kepentingan dalam 
penanggulangan kemiskinan melalui 
sinergitas kebijakan dan program; 
d) Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan 
dan program penanggulangan 
kemiskinan dalam 4 (empat) kelompok 
program yaitu Kelompok Program 
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 
Bantuan dan Perlindungan Sosial, 
Kelompok Program Penanggulangan 
Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 
Masyarakat, Kelompok Program 
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, 
dan Kelompok Program Coorporate 
Social Responsibility (CSR); 
e) Fasilitasi peran serta pemangku 
kepentingan dalam pelaksanaan 
program penanggulangan kemiskinan di 
Kota Cirebon; 
f) Fasilitasi penguatan kapasitas TKPK 
dalam perencanaan, perumusan strategi 
dan kebijakan penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon; 
g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
program-program penanggulangan 
kemiskinan di Kota; 
h) Pelayanan pengaduan masyarakat 
terkait pelaksanaan program 
penanggulangan kemiskinan; dan 
i) Pelaporan pelaksanaan dan pencapaian 
program penanggulangan kemiskinan 
kepada Walikota dan Gubernur Jawa 
Barat melalui TKPK Provinsi Jawa 
Barat. 
TKPK merupakan forum lintas pelaku di 
tingkat Kota Cirebon yang berfungsi 
sebagai wadah koordinasi serta penajaman 
kebijakan dan program-program penanggulangan 
kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Kota 
Cirebon. TKPK meliputi Sekretariat, Kelompok 
Kerja (Pokja) dan Komunitas Belajar Perkotaan 
(KBP). 
Guna membantu kelancaran pelaksanaan 
tugas TKPK maka dibentuk 
Kelompok Kerja (Pokja) yang secara  fungsional 
berkedudukan di bawah Ketua TKPK dan 
dipimpin oleh seorang koordinator. Kelompok 
Kerja terdiri dari: 
1). Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem 
Informasi, yang mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat 
dalam mengelola data 
Pendataan Sosial Ekonomi Daerah 
(PSED) dan sinkroninsasi dengan 
data kemiskinan lainnya. Kelompok Kerja 
ini menyelenggarakan fungsi: 
a) Pengelolaan dan pengembangan data 
kemiskinan. 
b) Pengembangan indikator kemiskinan 
daerah. 
c) Pengembangan sistem informasi 
kemiskinan. 
d) Penyediaan data dan informasi sistem 
peringatan dini kondisi dan 
permasalahan kemiskinan. 
2). Kelompok Kerja Pengembangan 
Kemitraan, yang mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat 
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dalam memfasilitasi pengelolaan dan 
pengembangan kemitraan dalam 
penanggulangan kemiskinan. Kelompok 
Kerja ini menyelenggarakan fungsi : 
a) Perumusan pembinaan hubungan 
antara masyarakat dengan Pemerintah 
Kota Cirebon. 
b) Perumusan pembinaan hubungan 
dunia usaha dengan Pemerintah Kota 
Cirebon. 
3). Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat 
yang mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat dalam 
memfasilitasi penanganan pengaduan 
masyarakat dan program penanggulangan 
kemiskinan. Kelompok Kerja ini  
menyelenggarakan fungsi : 
a) Perumusan dan penyiapan penanganan 
pengaduan dan aspirasi masyarakat 
yang berkaitan dengan kegiatan 
penanggulangan kemiskinan. 
b) Perumusan dan penyiapan bahan 
kampanye penanganan pengaduan dan 
aspirasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan kegiatan 
penanggulangan kemiskinan. 
c) Perumusan dan penyiapan bahan 
sosialisasi dan kampanye tentang 
perlunya pendampingan masyarakat 
dalam penyampaian hasil pengaduan 
pada penyelenggaraan kegiatan 
penanggulangan kemiskinan. 
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan 
tugas, TKPK dibantu oleh 
Sekretariat. Sekretariat TKPK oleh Bappeda yang 
sekarang bernama Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah (BP4D atau Bapelitbangda). Sekretariat 
dipimpin oleh Sekretaris TKPK dengan tugas 
memberikan dukungan administratif kepada 
TKPK. 
Menurut Perwali Nomor 42 Tahun 2015 
Pasal 18, TKPK melakukan rapat koordinasi 
sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu tahun 
atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Rapat 
Koordinasi dipimpin oleh Walikota selaku 
Penanggung Jawab TKPK. Hal-hal yang 
dikoordinasikan dalam Rapat Koordinasi TKPK 
meliputi: 
1) Perumusan kebijakan program dan 
anggaran penanggulangan kemiskinan 
bersama DPRD Kota Cirebon 
2) Fasilitasi perencana penanggulangan 
kemiskinan melalui Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang). 
3) Sinkronasi perumusan kebijakan dan 
program antar Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di lingkungan Kota, masyarakat 
dan dunia usaha penanggulangan 
kemiskinan serta penganggarannya. 
4) Penyusunan program-program 
penanggulangan kemiskinan dalam RPJM 
dan RKPD. 
5) Perumusan dan pengembangan indikator 
kemiskinan daerah. 
6) Pemetaan dan penyediaan data 
kemiskinan. 
7) Penyediaan anggaran daerah dan 
penyertaan sumber-sumber pendanaan 
lainnya untuk penanggulangan 
kemiskinan termasuk program yang 
berasal dari kemitraan dan bina 
lingkungan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN). 
8) Perencanaan, pelaksanaan dan 
pemeliharaan kesinambungan program 
kegiatan serta laboratorium lapangan 
(lokasi percontohan) program 
penanggulangan serta kemiskinan 
bersama TKPK Provinsi Jawa Barat. 
9) Penanganan pengaduan masyarakat 
terhadap pelaksanaan program 
penanggulangan kemiskinan melalui Unit 
Pengaduan Masyarakat 
secara terpadu. 
TKPK Kota Cirebon dibentuk untuk 
merealisasikan Peraturan Walikota Nomor 42 
Tahun 2015 tentang Mekanisme Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon. 
TKPK Kota Cirebon dibentuk untuk 
mempercepat penanggulangan kemiskinan di 
Kota Cirebon. TKPK Kota Cirebon pertama kali 
dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota 
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Cirebon Nomor 401.5/Kep.88-BAPPEDA/2016. 
Keputusan Walikota tersebut kemudian 
diperbarui dengan Keputusan Walikota Nomor 
401.5/Kep.117-BPPPPD/2017 karena ada 
perubahan kelembagaan dan nomenklatur jabatan 
di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.   
Menurut Keputusan Walikota Nomor 
401.5/Kep.117-BPPPPD/2017, tugas pkok 
TKPK Kota Cirebon yaitu: 
1) Mengkoordinasikan kebijakan dan 
program penanggulangan kemiskinan. 
2) Mengkoordinasikan pengendalian 
pelaksanaan program penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon. 
3) Melaporkan pelaksanaan tugas tim 
kepada Walikota Cirebon. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, 
TKPK Kota Cirebon memiliki fungsi: 
1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan 
dan integrasi perencanaan program 
penanggulangan kemiskinan. 
2) Pengkoordinasian program lintas sektor 
dan lintas pemangku kepentingan dalam 
penanggulangan kemiskinan melalui 
sinergi kebijakan dan program. 
3) Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan 
dan program penanggulangan kemiskinan 
pada empat kelompok program. 
4) Memfasilitasi peran serta pemangku 
kepentingan dalam pelaksanaan program 
penanggulangan kemiskinan. 
5) Memfasilitasi penguatan kapasitas TKPK 
dalam koordinasi perencanaan, 
perumusan strategi dan kebijakan 
penanggulangan kemiskinan di Kota 
Cirebon. 
6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pprogram-program penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon. 
7) Pelayanan pengaduan masyarakat terkait 
pelaksanaan program penanggulangan 
kemiskinan. 
8) Pelaporan pelaksanaan dan pencapaian 
program penanggulangan kemiskinan 
kepada Walikota Cirebon dan Guberur 
Jawa Barat melalui TKPK Provinsi Jawa 
Barat. 
Pembentukan tim koordinasi sebagai 
gugus tugas (task force) merupakan solusi yang 
tepat dalam menyelesaikan masalah yang 
menyangkut banyak organisasi seperti masalah 
penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan 
penelitian, TKPK Kota Cirebon selama telah 
menunjukkan kinerjanya dalam penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon tetapi belum optimal 
yaitu :  
1) TPKP Kota Cirebon belum optimal dalam 
melakukan pengkoordinasian program 
lintas sektor dan lintas pemangku 
kepentingan dalam penanggulangan 
kemiskinan karena masih terkendala oleh 
adanya ego sektoral antar pemangku 
kepentingan (stakeholders). 
2) TKPK Kota Cirebon belum optimal 
dalam melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan program-
program penanggulangan kemiskinan 
yang dilakukan oleh dunia 
usaha/perusahaan melalui Program 
TJSL/CSR karena perusahaan tidak 
melaporkannya kepada TKPK Kota 
Cirebon. Hal ini menyebabkan 
penanggulangan kemiskinan melalui 
Program TJSL/CSR belum sepenuhnya 
sinergis dengan program-program yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon.  
3) Pengaduan masyarakat terkait dengan 
penanggulangan kemiskinan seringkali 
tidak direspons dengan cepat oleh TKPK 
Kota Cirebon. 
4) TKPK Kota Cirebon belum optimal 
dalam memfasilitasi peran serta 
pemangku kepentingan (stakeholders) 
dalam pelaksanaan program 
penanggulangan kemiskinan di Kota 
Cirebon karena belum optimalnya 
sosialisasi program-program 
penanggulangan kemiskinan kepada para 
stakeholders tersebut. 
5) TKPK Kota Cirebon belum memiliki 
database yang valid/akurat tentang 
jumlah pasti warga miskin di Kota 
Cirebon karena data antar SKPD berbeda-
beda satu sama lain. 
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6) Alokasi anggaran untuk TKPP Kota 
Cirebon dinilai belum memadai. 
7) Belum ada network berbasis sistem 
informasi dalam penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon. 
c. TRC Penanganan PMKS di Kota Cirebon 
Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) di Kota Cirebon dibentuk berdasarkan 
Keputusan Walikota Cirebon Nomor 
465.05/Kep.204-DSPPPA/2018. Tujuan 
pembentukan Tim tersebut yaitu untuk 
memperlancar penjangkauan dan penanganan 
PMKS yang semakin meningkat dan kompleks 
yang sebagian belum tertangani secara maksimal 
oleh DSPPPA Kota Cirebon. 
Tugas pokok TRC Penanganan PMKS di 
Kota Cirebon yaitu: 
1) Mengkoordinasikan kebijakan dan 
program penanganan PMKS. 
2) Mengkoordinasikan pengendalian 
pelaksanaan program penanganan PMKS. 
3) Mengelola permasalahan yang bersifat 
darurat di bidang rehabilitasi sosial anak, 
penyandang disabilitas, tuna sosial, 
korban perdagangan orang, orang 
terlantar, dan lanjut usia terlantar. 
4) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan 
dan integrasi perencanaan program 
penanganan PMKS. 
5) Mengkoordinasikan program lintas sektor 
dan lintas pemangku kepentingan dalam 
penanganan PMKS melalui sinergi 
kebijakan dan program. 
6) Merespon laporan, pengaduan dan 
permasalahan yang ditemui dengan 
melaksanakan penjangkauan (outreach), 
melakukan pendataan dan need assesment 
terhadap permasalahan sosial terkait 
bidang tugas rehabilitasi sosial. 
7) Melakukan need assesment terhadap 
permasalahan sosial yang terlaporkan dan 
tidak tertangani oleh Pemerintah Daerah. 
8) Merancang intervensi layanan rehabilitasi 
sosial sesuai kebutuhan penanganan 
masalah di bidang rehabilitasi sosial yang 
tidak tertangani oleh Pemerintah Daerah. 
9) Memberikan rehabilitasi sosial yang 
bersifat sementara di lokasi kejadian. 
10) Melaporkan secara periodik penanganan 
masalah yang akan, sedang dan telah 
dilaksanakan kepada Walikota Cirebon 
melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Cirebon sesuai jenis PMKS yang 
ditangani. 
11) Membuat rekomendasi dan desain 
pengembangan program berdasarkan 
pengalaman praktis. 
12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada 
Walikota Cirebon. 
Pembentukan TRC Penanganan PMKS di 
Kota Cirebon merupakan solusi yang tepat dalam 
menyelesaikan masalah penanganan PMKS 
secara cepat tanggap (responsif) yang melibatkan 
DSPPA Kota Cirebon dan stakeholders lainnya. 
Berdasarkan penelitian, Tim sudah menunjukkan 
kinerjanya dalam penanganan PMKS di Kota 
Cirebon tetapi belum optimal yaitu:  
1) Pengendalian pelaksanaan program 
penanganan PMKS di Kota Cirebon oleh 
tim belum terkoordinasikan secara 
optimal, antara lain disebabkan oleh 
adanya ego sektoral antar unit organisasi 
yang tergabung di dalam tim tersebut. 
2) Laporan dan pengaduan yang terkait 
dengan PMKS tidak selalu dapat 
direspons secara cepat oleh tim. 
3) Belum ada network berbasis sistem 
informasi dalam penanganan PMKS di 
Kota Cirebon. 
2. Input Berupa Sumber Daya Manusia/ 
Aparat 
Sumber daya manusia/aparat memiliki 
peranan yang sangat penting sebagai pelaksana 
atau implementor dari berbagai kebijakan 
penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon. 
Sumber daya manusia/aparat dalam 
implementasi kebijakan penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon yaitu aparat 
DSPPPA Kota Cirebon, personil TKPK Kota 
Cirebon, dan personil URC Penanganan PMKS 
di Kota Cirebon. 
a. Aparat DSPPPA Kota Cirebon 
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Satu hal yang menonjol dalam aspek 
sumber daya manusia/aparat ini yaitu banyaknya 
keluhan dari beberapa pejabat dan aparat 
DSPPPA mengenai kurangnya aparat di dinas 
tersebut. Sebagai contoh Kabid Pemberdayaan 
Masyarakat sudah lama pensiun tetapi belum ada 
penggantinya, sehingga jabatan Kabid itu sampai 
sekarang masih kosong. Selain itu, aparat di 
UPTD Liposos, Panti Persinggahan, dan LBK 
hanya satu orang yaitu Kepala UPTD-nya saja, 
itu pun belum lama diangkat. Beberapa Seksi dan 
UPTD bahkan tidak memiliki Pelaksana/Staf.  
Untuk Bidang Sosial sendiri yang 
tugasnya menangani kemiskinan di Kota Cirebon 
hanya didukung oleh 5 orang aparat yaitu Kepala 
Bidang (1 orang), Kepala Seksi (2 orang), dan 
Pelaksana 3 (orang). Dari 3 orang Pelaksana itu 
sendiri, 2 orang diantaranya baru direkrut pada 
rekrutmen CPNS tahun 2018 dan mulai bekerja 
mulai bulan April 2019. Dengan demikian, 
sebelum bulan April 2019, Bidang Sosial yang 
tugas pokok dan fungsinya sangat berat ternyata 
kekurangan aparat, sehingga kinerja Bidang 
Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di 
Kota Cirebon belum optimal. 
Kurangnya sumber daya manusia/aparat 
tersebut menyebabkan kinerja DSPPPA Kota 
Cirebon dalam penanggulangan kemiskinan di 
Kota Cirebon belum optimal. DSPPPA 
merupakan salah satu SKPD di Kota Cirebon 
yang “gemuk program” tetapi masih minim 
dalam jumlah sumber daya manusia/aparatnya. 
b. Personil TKPK Kota Cirebon 
Susunan keanggotaan TKPK Kota 
Cirebon yang secara ex officio dijabat oleh 
pejabat SKPD yang terkait dengan 
penanggulangan kemiskinan tersebut sudah tepat 
karena penanggulangan kemiskinan tidak dapat 
diselesaikan oleh satu SKPD saja. Namun 
berdasarkan penelitian, terdapat beberapa 
masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan 
sumber daya manusia pada TKPK Kota Cirebon 
yaitu: 
1) Personil TKPK Kota Cirebon relatif 
sangat banyak yaitu mencapai 57 orang, 
sehingga tim kurang solid. 
2) Personil TKPK Kota Cirebon kurang 
dapat mencurahkan sepenuhnya pada 
tugas-tugas tim karena seorang personil 
juga menjadi anggota dari tim-tim lainnya 
di Kota Cirebon seperti Tim Fasilitasi 
TJSL, Tim Koordinasi Penataan dan 
Pemberdayaan PKL, Tim Reaksi Cepat 
Penanganan PMKS, dan lain-lain. 
3) Tidak semua personil TKPK Kota 
Cirebon aktif dalam kegiatan-kegiatan 
dan rapat-rapat tim karena kesibukan 
personil pada pekerjaan pokok mereka 
sehari-hari.  
4) Adanya personil yang merangkap jabatan 
di dalam TKPK Kota Cirebon, sehingga 
personil yang bersangkutan kurang 
optimal dalam menjalankan tugasnya di 
dalam tim. Misalnya Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kota Cirebon selain 
sebagai wakil ketua tim juga sebagai 
ketua Koordinator Kelompok Program 
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil 
dalam tim tersebut. 
5) Adanya perasaan sungkan atau ewuh 
pakewuh untuk memerintah karena di 
dalam TKPP Kota Cirebon ada beberapa 
personil yang eselonnya lebih rendah 
tetapi membawahi personil yang 
eselonnya lebih tinggi, misalnya: 
a) Kepala Bagian Administrasi 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Kota Cirebon menjadi wakil 
ketua Kelompok Program Bantuan dan 
Perlindungan Sosial di dalam tim, 
sedangkan anggotanya adalah Kepala 
Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas 
Kesehatan.  
b) Sekretaris DSPPPA Kota Cirebon 
menjadi ketua Kelompok Kerja 
Pendataan dan Sistem Informasi di 
dalam tim, sedangkan wakil ketuanya 
Kepala Badan Pusat Statistik Kota 
Cirebon. 
c. Personil TRC Penanganan PMKS di 
Kota Cirebon 
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Susunan keanggotaan TRC Penanganan 
PMKS di Kota Cirebon secara ex officio dijabat 
oleh pejabat SKPD dan stakeholders lainnya 
yang terkait dengan penanganan PMKS. Hal ini 
sudah tepat karena penanganan PMKS tidak 
dapat diselesaikan oleh satu SKPD saja. Jumlah 
personil tim juga tidak terlalu banyak, sehingga 
tim dapat lebih solid. Namun berdasarkan 
penelitian, terdapat beberapa masalah yang 
dihadapi yang berkaitan dengan sumber daya 
manusia pada tim tersebut yaitu: 
1) Personil tim kurang dapat mencurahkan 
sepenuhnya pada tugas-tugas tim karena 
seorang personil juga menjadi anggota 
dari tim-tim lainnya di Kota Cirebon 
seperti Tim Fasilitasi TJSL, Tim 
Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan 
PKL, Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan, dan lain-lain. 
2) Tidak semua personil TKPK Kota 
Cirebon aktif dalam kegiatan-kegiatan 
dan rapat-rapat tim karena kesibukan 
personil pada pekerjaan pokok mereka 
sehari-hari.  
3. Input Berupa Dana 
Ketersediaan dana atau anggaran dalam 
APBD memiliki peranan yang sangat penting 
dalam penanggulangan kemiskinan di Kota 
Cirebon. Hal ini karena kemiskinan merupakan 
masalah yang sangat kompleks, sehingga 
memerlukan dana yang besar. Di lain pihak, 
anggaran dalam APBD Kota Cirebon sangat 
terbatas yaitu hanya sekitar Rp 1,3 Trilyun. 
Dari dana yang sebesar Rp 1,3 Trilyun 
tersebut, alokasi anggaran untuk Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (DSPPPA) Kota Cirebon sebagai leading 
sector penanggulangan kemiskinan hanya 
sebesar  Rp 8,58 Milyar. Dari anggaran sebesar 
Rp 8,58 Milyar tersebut, anggaran 
penanggulangan kemiskinan pada Bidang Sosial 
di DSPPPA hanya sebesar  Rp 500 Juta per tahun.  
Dana sebesar itu untuk mengcover warga miskin 
di Kota Cirebon sebanyak 27.881 orang. Dengan 
dana sebesar itu juga tidak mungkin untuk 
membiayai berbagai jenis program 
penanggulangan kemiskinan yang ada di 
DSPPPA Kota Cirebon. Bahkan, bisa jadi dana 
sebesar itu hanya cukup untuk biaya persiapan-
persiapan internal di dinas saja, belum action di 
lapangan. 
Kurangnya dana tersebut menyebabkan 
kinerja DSPPPA Kota Cirebon dalam 
penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon 
belum optimal. DSPPPA merupakan salah satu 
SKPD di Kota Cirebon yang “gemuk program” 
tetapi masih minim dalam jumlah dana untuk 
penanggulangan kemiskinan.  
4. Input Berupa Data 
Data yang valid (akurat) sangat penting 
dalam penanggulangan kemiskinan di Kota 
Cirebon karena dengan data yang valid maka 
program-program penanggulangan kemiskinan 
dapat dilakukan dengan tepat sasaran. 
Sebaliknya, data yang tidak valid akan 
menyebabkan tumpang tindih penerima sasaran 
manfaat program, sehingga program-program 
penangggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran. 
Data kemiskinan yang digunakan 
Pemerintah Kota Cirebon adalah data dari 
berbagai SKPD yaitu Dinas Pendidikan; Dinas 
Kesehatan; BPPPPD/Bappeda; DSPPPA, serta 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana (DPPKB). Namun, data ini masih 
menjadi masalah karena adanya perbedaan dan 
tumpang tindih data jumlah warga miskin dari 
berbagai SKPD tersebut. Perbedaan data ini 
disebabkan oleh perbedaan indikator dan 
instrumen yang digunakan oleh ketiga instansi 
tersebut dalam menentukan kriteria warga 
miskin. Sedangkan data kemiskinan yang 
digunakan oleh pemerintah pusat adalah data dari 
Badan Pusat Satistik (BPS).  
Selain belum validnya data jumlah warga 
miskin tersebut, data jumlah warga masyarakat 
penerima manfaat program-program 
penanggulangan kemiskinan juga tidak valid. Hal 
ini misalnya nampak dari data peserta Program 
Keluarga Harapan (PKH). Faktanya data itu di 
lapangan selalu berubah karena selain data 
penerima manfaat PKH yang sudah lama, juga 
bermunculan warga-warga miskin baru yang 
berkeinginan memperoleh program tersebut. 
Selain itu, dalam Praogram Raskin ditemukan 
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masalah yaitu warga yang sebenarnya tidak 
miskin tetapi menerima Raskin.  
Penanggulangan kemiskinan berupa 
berbagai kegiatan bakti sosial yang dilakukan 
oleh perusahaan juga tidak dilaporkan kepada 
Pemerintah Kota Cirebon. Padahal menurut 
ketentuan Perda CSR (Perda Nomor 14 Tahun 
2012), perusahaan berkewajiban melaporkan 
kegiatan CSR yang dilakukannya kepada 
Pemerintah Kota Cirebon. Hal ini menyebabkan 
Pemerintah Kota Cirebon tidak memiliki data 
yang akurat tentang perusahaan mana yang sudah 
melaksanakan program CSR, jenis kegiatan CSR 
yang dilakukan perusahaan, lokasi kegiatan CSR, 
warga masyarakat yang menerima bantuan sosial 
dari CSR, dan manfaat kegiatan tersebut dalam 
penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon.  
Tidak adanya data tentang hal tersebut bisa 
menyebabkan tumpang tindih dalam pemberian 
bantuan sosial yaitu bisa saja seorang warga 
masyarakat selain menerima bantuan sosial dari 
CSR, juga menerima bantuan sosial dari 
Pemerintah Kota Cirebon dan pemerintah pusat. 
5. Input Berupa Sarana Prasarana 
Prasarana untuk mendukung program 
penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon 
adalah prasarana kesejahteraan sosial yaitu : 
Kantor DSPPPA Kota Cirebon, Sekretariat 
TKPK Kota Cirebon yang berkedudukan di 
BPPPPD/Bappeda Kota Cirebon, Lingkungan 
Pondok Sosial (Liposos), Loka Bina Karya 
(LBK), Balai/Panti Sosial, Pusat Rehabilitasi 
Sosial, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sosial, 
Rumah Singgah, dan Rumah Perlindungan 
Sosial. 
Berdasarkan penelitian, beberapa 
permasalahan yang menonjol yang berkaitan 
dengan sarana dan prasarana penanggulangan 
kemiskinan tersebut   yaitu : 
a. Pemerintah Kota Cirebon c.q. DSPPPA 
sampai saat ini belum memiliki sendiri 
parasarana berupa Lingkungan Pondok 
Sosial (Liposos), Loka Bina Karya 
(LBK), Balai/Panti Sosial, Pusat 
Rehabilitasi Sosial, Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Sosial, Rumah Singgah, dan 
Rumah Perlindungan Sosial. 
b. Untuk memenuhi kebutuhan prasarana 
tersebut, DSPPPA Kota Cirebon bekerja 
sama dengan masyarakat/yayasan tetapi 
prasarana milik masyarakat/ yayasan itu 
juga tidak semuanya tersedia. 
Kurangnya sarana dan prasarana tersebut 
menyebabkan kinerja DSPPPA Kota Cirebon 
dalam penanggulangan kemiskinan di Kota 
Cirebon belum optimal. DSPPPA merupakan 
salah satu SKPD di Kota Cirebon yang “gemuk 
program” tetapi masih minim dalam jumlah 
sarana dan prasarana. 
Evaluasi Kebijakan Penanggulangan 
Kemiskinan di Kota Cirebon Berdasarkan 
Indikator Proses 
Menurut Rusli (2015:134), indikator 
proses memfokuskan pada penilaian bagaimana 
sebuah kebijakan ditransformasikan dalam 
bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. 
Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan 
efisiensi dari metode atau cara yang dipakai 
untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. 
Dengan kata lain, indikator proses mengkaji 
evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan 
berdasarkan proses implementasi program-
program penanggulangan kemiskinan tersebut.   
Menurut Perwali Nomor 42 Tahun 2015, 
penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam 
empat Kelompok Program yaitu Kelompok 
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis 
Keluarga,  Kelompok Program Pemberdayaan 
Masyarakat, Kelompok Program Pemberdayaan 
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, dan Kelompok 
Program Coorporate Social Responsibility 
(CSR). Implementasi keempat kelompok 
program tersebut yaitu sebagai berikut: 
1. Evaluasi implementasi kelompok 
program bantuan sosial terpadu berbasis 
keluarga 
Kelompok program bantuan sosial 
terpadu berbasis keluarga yaitu program-program 
yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak 
dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan 
kualitas hidup masyarakat miskin. Beberapa 
program yang termasuk kelompok program ini 
yaitu Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), 
Program Keluarga Harapan (PKH), dan program 
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Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia 
Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).  
Berdasarkan penelitian, beberapa 
permasalahan yang menonjol dalam 
implementasi program bantuan sosial terpadu 
berbasi keluarga di Kota Cirebon yaitu : 
a. Distribusi Raskin sering tidak adil yaitu 
banyak warga masyarakat yang 
sebenarnya tidak miskin tetapi mendapat 
alokasi Raskin. 
b. Dana BLT seringkali tidak digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan pokok tetapi 
untuk keperluan lain yang konsumtif. 
c. PKH belum mampu menanggulangi 
kemiskinan secara optimal di Kota 
Cirebon. 
d. Pelayanan KIS oleh BPJS banyak 
dikeluhkan masyarakat karena waktu 
tunggu pelayanan sangat lama, pelayanan 
rawat inap yang tidak sampai sembuh 
(maksimal 5 hari harus pulang), dan lain-
lain. 
2. Evaluasi implementasi kelompok 
program pemberdayaan masyarakat 
Kelompok program pemberdayaan 
masyarakat yaitu program-program yang 
bertujuan untuk mengembangkan potensi dan 
memperkuat kapasitas kelompok masyarakat 
miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan 
masyarakat. Salah satu program dalam kelompok 
program ini adalah Kelompok Usaha Bersama 
(KUBE). KUBE adalah Kelompok Usaha 
Bersama yaitu salah satu program pemerintah 
yang ada pada Kementerian Sosial RI khususnya 
di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan 
Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan 
untuk memberdayakan kelompok masyarakat 
miskin dengan pemberian modal usaha melalui 
program Bantuan Langsung Pemberdayaan 
Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi 
Produktif (UEP). 
KUBE bertujuan mewujudkan:  
a. Peningkatan kemampuan berusaha para 
anggota KUBE secara bersama dalam 
kelompok. 
b. Peningkatan pendapatan. 
c. Pengembangan usaha. 
d. Peningkatan kepedulian dan 
kesetiakawanan sosial diantara para 
anggota KUBE dan dengan masyarakat 
sekitar. 
Tahap-tahaop KUBE yaitu : 
a. KUBE Penumbuhan : KUBE awal yang 
baru dibentuk 
b. KUBE Pengembangan (BLPS) : KUBE 
yang telah berhasil baik dalam 
pengelolaan Usaha Ekonomis Produktif 
(UEP), adminstrasi maupun kegiatan 
kelompok yang telah berjalan minimal 2 
tahun. 
c. KUBE MANDIRI Lembaga Keuangan 
Mikro (LKM): KUBE lanjutan dari 
Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial 
(BLPS) yang dikembangkan melalui 
kegiatan Lembaga Keuangan Mikro. 
KUBE pada hakekatnya KUBE dibentuk 
dari, oleh dan untuk anggota kelompok pengurus 
KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau 
dan mampu mendukung pengembangan KUBE, 
memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdi, 
rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan 
dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, 
mempunyai keuletan, pengetahuan dan 
pengalaman yang cukup serta yang penting 
adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya.  
Berdasarkan penelitian, beberapa 
permasalahan menonjol dalam implementasi 
KUBE di Kota Cirebon yaitu: 
a. Banyak KUBE yang sudah dibentuk 
tetapi tidak berkembang, bahkan banyak 
KUBE yang sudah tidak aktif lagi.  
b. Banyak pengurus KUBE yang kurang 
termotivasi untuk mengembangkan 
KUBE. 
c. Belum optimalnya pembinaan KUBE dari 
SKPD terkait. 
 
3. Evaluasi implementasi kelompok 
program pemberdayaan usaha ekonomi 
mikro dan kecil 
Kelompok program pemberdayaan usaha 
ekonomi mikro dan kecil yaitu program-program 
yang bertujuan untuk memberikan akses dan 
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penguatan ekonomi bagi pelaku usaha/koperasi 
berskala mikro dan kecil. Beberapa program yang 
termasuk kelompok program ini yaitu Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan dan OJK 
(Otoritas Jasa Keuangan) dan program kemitraan 
antara dunia usaha dengan pihak Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cirebon.  
Berdasarkan penelitian, beberapa 
permasalahan yang menonjol dalam 
implementasi program pemberdayaan UMKM 
yaitu: 
a. Persyaratan untuk mendapatkan KUR 
dari bank dinilai relatif rumit, sehingga 
banyak pelaku UMKM yang 
memanfaatkan KUR. 
b. Dana yang diperoleh dari KUR tidak 
semua digunakan untuk keperluan usaha 
tetapi sebagian untuk keperluan 
konsumtif. 
c. Belum optimalnya pembinaan kepada 
pelaku UMKM secara berkelanjutan, 
sehingga menyebabkan usaha UMKM 
tidak berkembang. 
d. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan 
mencicil pembayaran kredit karena 
bisnisnya kurang berkembang. 
 
4. Implementasi Kelompok Program 
Coorporate Social Responsibility (CSR) 
Kelompok program CSR yaitu program-
program bantuan sosial yang dilakukan 
perusahaan atau dunia usaha kepada masyarakat 
miskin. Program CSR diharapkan dapat 
membantu Pemerintah Kota Cirebon dalam 
penanggulangan kemiskinan karena APBD Kota 
Cirebon relatif terbatas yaitu hanya Rp 1,3 
Trilyun, sedangkan potensi dana CSR di Kota 
Cirebon mencapai Rp 1 Trilyun. 
Selama ini sudah banyak perusahaan 
(BUMN, BUMD, maupun swasta) di Kota 
Cirebon yang melaksanakan program CSR untuk 
membantu Pemerintah Kota Cirebon dalam 
menanggulangi kemiskinan. Perusahaan-
perusahaan itu telah melakukan kegiatan CSR 
berupa bakti sosial antara lain pemberian 
beasiswa kepada siswa miskin, pemberian 
santunan kepada warga miskin, pemberdayaan 
UMKM, dan lain-lain.  
Berdasarkan penelitian, beberapa 
permasalahan yang menonjol dalam 
implementasi program CSR dalam membantu 
penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon 
yaitu: 
a. Potensi dana CSR dari sekitar 100-an 
perusahaan besar dan sedang di Kota 
Cirebon sangat besar yaitu mencapai Rp 1 
Trilyun per tahun tetapi potensi dana itu 
banyak yang belum tergali untuk 
menanggulangi kemiskinan di Kota 
Cirebon. 
b. Kemanfaatan program CSR pada 
umumnya hanya dirasakan sesaat 
(bersifat pragmatis) karena berupa 
bantuan sosial, bukan berupa program 
pemberdayaan, sehingga kemanfaatannya 
tidak berkelanjutan yaitu bantuan sosial 
tersebut habis dalam waktu singkat untuk 
keperluan konsumtif. 
c. Banyak program CSR yang kurang 
berkualitas atau hanya asal-asalan untuk 
menggugurkan kewajiban perusahaan. 
Selain itu, banyak program CSR yang 
ditujukan hanya untuk pencitraan 
perusahaan. 
d. Perusahaan yang telah melakukan CSR 
tidak melaporkannya kepada Pemerintah 
Kota Cirebon, sehingga Pemerintah Kota 
Cirebon tidak mengetahui mengenai 
nama perusahaan yang melakukan CSR, 
kegiatan CSR yang dilakukannya, lokasi 
kegiatan, masyarakat penerima sararan, 
manfaat kegiatan, dan lain-lain. Hal ini 
menyebabkan banyak program CSR yang 
tidak strategis dengan program-program 
Pemerintah Kota Cirebon dalam 
penanggulangan kemiskinan. 
Evaluasi Kebijakan Penanggulangan 
Kemiskinan di Kota Cirebon Berdasarkan 
Indikator Output 
Indikator output (keluaran), 
memfokuskan penilaian pada hasil atau produk 
yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses 
kebijakan publik (Rusli, 2015:134). Evaluasi 
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kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota 
Cirebon dianalisis berdasarkan hasil langsung 
yang diperoleh dari berbagai program 
penanggulangan kemiskinan yang telah 
dilaksanakan di Kota Cirebon. 
Selain ditandai oleh masih tingginya 
jumlah warga miskin, kemiskinan di Kota 
Cirebon juga ditandai oleh kondisi ketahanan 
pangan daerah yang belum optimal. Ketahanan 
pangan daerah adalah kondisi terpenuhinya 
pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di 
daerah yang tercermin dari tersedianya pangan 
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 
aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. 
Jika kondisi seperti itu tidak terpenuhi, maka 
akan menimbulkan rawan pangan. Rawan pangan 
menunjukkan suatu kondisi ketidakmampuan 
rumah tangga untuk memenuhi standar minimum 
kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang 
lama   karena adanya keterbatasan kepemilikan 
lahan, asset produksi, dan kekurangan 
pendapatan. 
Berdasarkan hasil Susenas 2015 Jawa 
Barat, angka rawan pangan di Kota Cirebon 
mencapai 19,09 %. Wilayah yang paling rawan 
pangan adalah Kelurahan Argasunya di mana 
warga masyarakatnya hanya mampu memenuhi 
kebutuhan makan selama 11 hari dalam sebulan. 
Pemenuhan kebutuhan pangan warga Kelurahan 
Argasunya juga kurang dari standar kebutuhan 
minimal yaitu 300 gram per orang per hari. 
Kelurahan Argasunya sendiri selama ini dikenal 
sebagai kelurahan di Kota Cirebon yang paling 
banyak jumlah warga miskinnya. 
Masalah rawan pangan di Kota Cirebon 
sebenarnya bukan disebabkan oleh kurangnya 
ketersediaan pangan tetapi lebih banyak 
disebabkan oleh kemiskinan. Karena miskin, 
maka banyak warga masyarakat yang tidak 
mampu membeli bahan pangan. Jumlah warga 
miskin di Kota Cirebon ini sebagian besar 
terdapat di Kelurahan Argasunya. Di Kelurahan 
ini sebenarnya terdapat lahan pertanian produktif 
seluas kurang lebih 250 hektar. Namun, sebagian 
besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani, 
bukan pemilik lahan, sehingga berpenghasilan 
rendah. Penghasilan yang rendah ini 
menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat 
untuk membeli kebutuhan pangan, sehingga 
menimbulkan rawan pangan.  
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 
bahwa dana yang dialokasikan kepada DSPPPA 
Kota Cirebon untuk penanggulangan kemiskinan 
sangat minim yaitu hanya Rp 500 Juta per tahun. 
Dengan dana yang sangat minim tersebut, dari 
jumlah fakir miskin di Kota Cirebon sebanyak 
27.881 orang tersebut, baru tersentuh sebanyak 
11 ribu orang. Idealnya anggaran untuk 
penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon 
seharusnya mencapai ratusan milyar Rupiah. 
Dengan dana yang sangat minim, maka 
teknis pelaksanaan program-program 
penanggulangan kemiskinan dilakukan secara 
bertahap karena tidak mungkin menjangkau 
seluruh warga miskin. Selain itu, dana sebesar Rp 
500 Juta itu hanya diperuntukkan untuk 
penanggulangan masalah sosial yang ditetapkan 
oleh Peraturan Menteri Sosial (Permensos) 
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Minimal 
Pelayanan Masyarakat, yang meliputi kategori 
jompo dan lanjut usia terlantar, penanganan 
gelandangan dan pengemis, disabilitas, dan 
korban bancana alam. Berdasarkan Permensos, 
maka untuk lima indikator Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diatur 
pemerintah pusat tersebut idealnya anggarannya 
seharusnya mencapai ratusan milyar Rupiah. 
Sesuai dengan Permensos tersebut, seharusnya 
seluruh warga miskin dapat dilayani secara penuh 
selama 1 tahun tetapi hal itu sulit dilakukan.  
Evaluasi Kebijakan Penanggulangan 
Kemiskinan di Kota Cirebon Berdasarkan 
Indikator Outcomes 
Indikator outcomes (dampak) 
memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang 
diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang 
terkena kebijakan (Rusli, 2015:134). Evaluasi 
kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota 
Cirebon berdasarkan indikator outcomes 
(dampak) dianalisis dengan melihat dampak yang 
diterima/dirasakan masyarakat yaitu 
berkurangnya fakir miskin miskin dan 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 
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Fakir miskin merupakan salah satu dari 26 
jenis PMKS (Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial). Jumlah PMKS di Kota 
Cirebon tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 1. Jumlah PMKS di Kota Cirebon 
No. Jenis PMKS Jumlah 
1. Anak terlantar 1.582 
2. Anak yang berhadapan 
dengan hukum 
67 
3. Anak jalanan 224 
4. Anak dengan 
kedisabilitasan  
209 
5. Anak korban tindak 
kekerasan 
47 
6. Anak yang memerlukan 
perlindungan khusus 
1 
7. Lanjut usia terlantar  1.894 
8. Penyandang disabilitas 1.113 
9. Tuna susila 38 
10. Gelandangan 13 
11. Pengemis 64 
12. Pemulung 491 
13. Bekas warga binaan 
Lembaga Pemasyarakatan 
34 
14. Orang dengan HIV/AIDS 314 
15. Korban penyalahgunaan 
NAPZA 
172 
16. Korban trafficking 
(perdagangan orang) 
1 
17. Korban tindak kekerasan 18 
18. Perempuan rawan sosial 
ekonomi 
4.797 
19. Fakir miskin 27.881 
20. Keluarga bermasalah sosial 
psikologis 
34 
Jumlah 38.994 
Sumber: DSPPPA Kota Cirebon Tahun 2019 
Berdasarkan tabel di atas, PMKS yang 
paling banyak di Kota Cirebon pada tahun 2019 
adalah fakir miskin yang jumlahnya mencapai 
27.881 orang atau   71,5 % dari seluruh PMKS di 
Kota Cirebon. Jumlah fakir miskin ini sama 
dengan 7,2 % dari populasi penduduk Kota 
Cirebon sebanyak 388.854 jiwa. Jumlah fakir 
miskin tahun 2018 sebanyak 27.881 orang itu 
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 
2015 yang berjumlah sebanyak 27.257 orang. 
Dengan demikian, dalam kurun waktu 3 tahun 
tersebut, jumlah fakir miskin di Kota Cirebon 
meningkat sebanyak 624 orang atau 2,3 %. 
Jumlah fakir miskin di Kota Cirebon 
sebanyak 27.881 orang tersebut tersebar di lima 
kecamatan yaitu: 
Tabel 2. Jumlah Fakir Miskin di Kota Cirebon 
Berdasarkan Kecamatan 
No. Kecamatan Jumlah % 
1. Kejaksan 3.548 12,7 
2. Kesambi 5.415 19,4 
3. Lemahwungkuk 6.431 23,1 
4. Harjamukti 9.207 33,0 
5. Pekalipan 3.280 11,8 
Jumlah 27.881 100,0 
  Sumber: DSPPPA Kota Cirebon Tahun 2019 
Berdasarkan tabel di atas, fakir miskin di 
Kota Cirebon tersebar di lima kecamatan. 
Mayoritas fakir miskin terdapat di Kecamatan 
Harjamukti yaitu sebanyak 9.207 orang (33,0 %) 
yang kemudian disusul di Kecamatan 
Lemahwungkuk sebanyak 6.431 orang (23,1 %). 
Kantong kemiskinan di Kecamatan Harjamukti 
terdapat di daerah Argasunya, sedangkan kantong 
kemiskinan di Kecamatan Lemahwungkuk 
terdapat di daerah pesisir. 
Selain fakir miskin, PMKS lainnya yang 
termasuk kategori penduduk miskin lainnya 
adalah anak terlantar, lanjut usia terlantar 
(jompo), dan perempuan rawan sosial ekonomi. 
Jumlah ketiga kategori penduduk miskin tersebut 
di Kota Cirebon tahun 2019 dapat dilihat pada 
tabel sebagai berikut: 
Tabel 3. Jumlah Kategori Penduduk Miskin 
Lainnya di Kota Cirebon Berdasarkan 
Kecamatan 
No. Kecamatan 
Anak 
Terlantar 
Lanjut Usia 
Terlantar 
Perempuan 
Rawan 
Sosial 
Ekonomi 
1
. 
Kejaksan 276 352 890 
2
. 
Kesambi 127 251 823 
3
. 
Lemahwungku
k 
233 177 1.47
3 
2822  ISSN No. 1978-3787 (Cetak) 
  ISSN 2615-3505 (Online) 
…………………………………………………………………………………………………….... 
Vol.14 No.6 Januari 2020  http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI 
  Open Journal Systems 
4
. 
Harjamukti 768 862 1.08
9 
5
. 
Pekalipan 178 252 558 
Jumlah 1.58
2 
1.89
4 
4.79
7 
Sumber: DSPPPA Kota Cirebon Tahun 2019 
Berdasarkan tabel di atas, anak terlantar, 
lanjut usia terlantar (jompo), dan perempuan 
rawan sosial ekonomi di Kota Cirebon tersebar di 
lima kecamatan. Sebagian besar anak terlantar 
dan lanjut usia terlantar terdapat di Kecamatan 
Harjamukti yaitu sebanyak 768 orang anak 
terlantar dan 862 orang lanjut usia terlantar 
(jompo). Sedangkan sebagian besar perempuan 
rawan sosial ekonomi terdapat di Kecamatam 
Lemahwungkuk sebanyak 1.473 orang, 
kemudian di Kecamatan Harjamukti sebanyak 
1.089 orang. 
Jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut 
usia terlantar (jompo), dan perempuan rawan 
sosial ekonomi yang cukup banyak tersebut 
menunjukkan bahwa penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon dilihat dari aspek 
outcomes belum optimal. Hal ini sangat ironis 
karena Kota Cirebon memiliki kearifan lokal 
berupa wasiat Sunan Gunung Jati yaitu “Yen kaya 
den luhur” (Jika kaya harus dermawan) dan 
“Ingsun titip tajug lan fakir miskin” (saya titip 
mesjid dan fakir miskin). Hal ini sekaligus 
menunjukkan Pemerintah Kota Cirebon belum 
mampu melaksanakan wasiat leluhurnya itu 
secara optimal.  
Kemiskinan di Kota Cirebon antara lain 
disebabkan oleh ketimpangan pembangunan. Hal 
menjadi pembahasan dalam Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Rencana Pemerintah 
Daerah Kota Cirebon (Musrenbang RKPD) 
Tahun Perencanaan 2019 pada tanggal 14 Maret 
2018. Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, 
M.Si., mengungkapkan bahwa berdasarkan 
pokok-pokok pikiran dari DPRD disebutkan ada 
ketidaksesuaian dan gagal fokus. Terjadi 
ketimpangan pembangunan di Kota Cirebon 
yaitu pembangunan lebih banyak berada di pusat 
kota. Sedangkan di daerah pinggiran, diantaranya 
di wilayah selatan (Argasunya) minim sentuhan 
pembangunan yang menyebabkan kemiskinan. 
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cirebon akan 
konsen melakukan penuntasan masalah 
kemiskinan tersebut antara lain dengan 
menggiatkan pembangunan di wilayah pinggiran. 
Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam 
Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon 
Penanggulangan kemiskinan di Kota 
Cirebon belum optimal karena menghadapi 
hambatan-hambatan yaitu: 
1. Beban kerja Bagian Sosial DSPPPA Kota 
Cirebon sangat berat dalam 
penanggulangan kemiskinan yang sangat 
kompleks, sehingga tidak memadai jika 
hanya ditangani oleh satu Bagian. Di 
daerah-daerah lain, penanggulangan 
kemiskinan tidak ditangani oleh Bagian 
Sosial tetapi oleh Dinas Sosial sebagai 
SKPD yang berdiri sendiri. 
2. Kurangnya aparat pada Bagian Sosial 
DSPPPA Kota Cirebon karena hanya 
didukung oleh 5 orang aparat yaitu Kepala 
Bidang (1 orang), Kepala Seksi (2 orang), 
dan Pelaksana 3 (orang). Dari 3 orang 
Pelaksana itu sendiri, 2 orang diantaranya 
baru direkrut pada rekrutmen CPNS tahun 
2018 dan mulai bekerja mulai bulan April 
2019. Dengan demikian, sebelum bulan 
April 2019, Bidang Sosial yang tugas 
pokok dan fungsinya sangat berat ternyata 
kekurangan aparat. 
3. Keterbatasan anggaran untuk 
penanggulangan kemiskinan pada Bidang 
Sosial di DSPPPA Kota Cirebon yaitu 
hanya sebesar Rp 500 Juta per tahun.  
Dana sebesar itu sangat tidak memadai 
untuk mengcover fakir miskin di Kota 
Cirebon sebanyak 27.881 orang. 
4. Minimnya sarana dan prasarana 
penanggulangan kemiskinan di Kota 
Cirebon yaitu Lingkungan Pondok Sosial 
(Liposos), Loka Bina Karya (LBK), 
Balai/Panti Sosial, Pusat Rehabilitasi 
Sosial, Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Sosial, Rumah Singgah, dan Rumah 
Perlindungan Sosial. 
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5. Belum optimalnya kepedulian masyarakat 
dan dunia usaha dalam membantu 
Pemerintah Kota Cirebon untuk 
menanggulangi kemiskinan. Padahal 
dunia usaha/perusahaan memiliki 
tanggung jawab untuk menanggulangi 
kemiskinan di Kota Cirebon melalui 
Program Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan (TJSL) Perusahaan atau 
Corporate Social Responsibility (CSR). 
Menurut Peraturan Walikota Nomor 42 
Tahun 2015 tentang Mekanisme 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, 
CSR merupakan salah satu kelompok 
program penanggulangan kemiskinan. 
6. Nilai-nilai kearifan lokal berupa wasiat 
Sunan Gunung Jati yaitu “Yen kaya den 
luhur” (Jika kaya harus dermawan) dan 
“Ingsun titip tajug lan fakir miskin” (saya 
titip mesjid dan fakir miskin) belum 
menjiwai dalam penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon. 
7. Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan (TKPK) Kota Cirebon belum 
optimal dalam penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon karena tim 
kurang solid dan adanya ego sektoral 
masing-masing SKPD.  
8. Belum optimalnya komitmen dan 
political will dari kepala daerah 
(Walikota) untuk menanggulangi 
kemiskinan secara bersungguh-sungguh. 
Komitmen ini antara lain nampak dari 
rendahnya alokasi anggaran dalam APBD 
yang hanya sebesar Rp 500 Juta per tahun. 
Selain itu, komitmen untuk 
menanggulangi kemiskinan juga tidak 
terlihat secara eksplisit di dalam visi 
Walikota periode 2018-2023 yaitu 
“SEHATI (Sehat, Hijau, Agamis, 
Tentram, Inovatif) kita wujudkan Cirebon 
sebagai kota kreatif berbasis budaya dan 
sejarah”. 
9. Adanya mentalitas masyarakat yang 
kurang positif yaitu “Lebih senang diberi 
ikan daripada kail”. Mentalitas ini 
menyebabkan masyarakat lebih senang 
disantuni daripada berusaha secara 
mandiri untuk keluar dari lingkaran 
kemiskinan. Selain itu, bantuan modal 
yang diterima oleh pengusaha mikro tidak 
semuanya digunakan untuk keperluan 
usaha tetapi untuk konsumtif. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan 
penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon 
diketahui bahwa implementasinya masih belum 
optimal. Hal ini dapat dilihat dari input, proses, 
output dan outcome. Dilihat dari dari aspek input: 
minimnya dana untuk penanggulangan 
kemiskinan, minimnya jumlah aparat pada 
DSPPPA Kota Cirebon, dan belum optimalnya 
kinerja kelembagaan berupa tim yang dibentuk 
untuk penanggulangan kemiskinan dan 
penanganan PMKS di Kota Cirebon. Dilihat dari 
aspek proses: berbagai implementasi 
kebijakan/program penanggulangan kemiskinan 
di Kota Cirebon belum optimal. Dilihat dari 
aspek output:  belum semua program 
penanggulangan kemiskinan dapat melayani 
seluruh fakir miskin di Kota Cirebon. Dilihat dari 
aspek outcome: jumlah fakir miskin di Kota 
Cirebon pada tahun 2018 cukup tinggi yaitu 
mencapai 27.881 orang dan jumlahnya 
meningkat dibandingkan tahun 2015 sebanyak 
27.257 orang atau meningkat sebanyak 624 orang 
(2,3 %). 
Hambatan-hambatan yang dihadapi 
dalam penanggulangan kemiskinan di Kota 
Cirebon yaitu: 1). Beban kerja Bagian Sosial 
DSPPPA Kota Cirebon sangat berat dalam 
penanggulangan kemiskinan, 2). Kurangnya 
aparat pada Bagian Sosial DSPPPA Kota 
Cirebon, 3). Keterbatasan anggaran untuk 
penanggulangan kemiskinan pada Bidang Sosial 
di DSPPPA Kota Cirebon, 4). Minimnya sarana 
dan prasarana untuk penanggulangan kemiskinan 
di Kota Cirebon, 5). Belum optimalnya 
kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam 
membantu Pemerintah Kota Cirebon untuk 
menanggulangi kemiskinan, 6). Nilai-nilai 
kearifan lokal berupa wasiat  Sunan Gunung Jati 
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yaitu “Yen kaya den luhur” (Jika kaya harus 
dermawan) dan “Ingsun titip tajug lan fakir 
miskin” (saya titip mesjid dan fakir miskin) 
belum menjiwai dalam penanggulangan 
kemiskinan di Kota Cirebon, 7). TKPK Kota 
Cirebon belum optimal dalam melakukan 
koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota 
Cirebon, 8). Belum optimalnya komitmen dan 
political will dari kepala daerah (Walikota) untuk 
menanggulangi kemiskinan secara bersungguh-
sungguh melalui alokasi anggaran dalam APBD 
yang memadai, dan 9). Adanya mentalitas 
masyarakat yang kurang positif yaitu “Lebih 
senang diberi ikan daripada kail”. 
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